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PENGERTIAN

Pengelolaan keberatan atas informasi adalah proses penanganan
keluhan atau ketidaksetujuan dari pemohon informasi publik
terhadap keputusan atau tindakan badan publik terkait akses
informasi. Ini melibatkan penerimaan, pemrosesan, dan
penyelesaian keberatan yang diajukan oleh pemohon, dengan tujuan
memastikan hak atas informasi terpenuhi sesuai dengan peraturan

yang berlaku.

TUJUAN

Untuk memberikan mekanisme bagi pemohon informasi publik untuk
mengajukan keberatan jika mereka merasa hak mereka untuk
mendapatkan informasi telah dilanggar. Ini mencakup penolakan
permohonan informasi, informasi yang tidak tersedia, keterlambatan

penyampaian informasi, atau pengenaan biaya yang tidak wajar.

KEBIJAKAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen

2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008
tentang keterbukaan Informasi Publik

3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik

4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 1996
tentang wajib simpan Rahasia Kedokteran

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 49
Tahun 2012 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan
Masyarakat Terpadu di Lingkungan Kementerian Kesehatan

7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 13
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Tahun 2017 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat
terpadu di Lingkungan Kementerian Kesehatan
8. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof Dr. R. D. Kandou

Manado No:HK.02.03/D.XV/4040/2024 tentang Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi di RSUP Prof Dr. R. D.

Kandou Manado

PROSEDUR 1. Mengajukan keberatan secara tertulis (dengan mengisi lembar
formulir) maupun tidak tertulis melalui petugaas Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi / Humas

2. Menerima keberatan informasi publik yang diajukan Pemohon
Informasi Publik secara tertulis.
a. penolakan atas permintaan informasi
b. tidak disediakannya informasi dan diumumkan secara
berkala sesuai
c. permintaan Informasi tidak ditanggapi
d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana
yang diminta;
e. permintaan Informasi tidak dipenuhi
f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang
ditentukan
3. Memberikan salinan informasi pengajuan keberatan kepada
pengaju.Mencatat identitas pengaju keberatan
4. Memberikan tanggapan keberatan secara lisan, untuk
pengajuan yang tidak tertulis
5. Memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dicatat sebagai
pengajuan keberatan, untuk pengajuan tertulis
UNIT TERKAIT Tim kerja Hukum dan Hubungan Masyarakat Rumah Sakit
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